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ABST T
Peneliti bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi wesi Tengah dengan pendekatan

deskriptifkualitatif melibatkan lima informan. Teknik analisis data yang digunakan
adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di dinas ini memuaskan dalam beberapa
aspek. Pada aspek fisik, fasilitas dan lingkungan layanan sudah memenuhi standar,
menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Dalam hal keandalan, petugas
selalu mengikuti jadwal dan prosedur, sehingga layanan diberikan tepat waktu dan
terstruktur. Daya tanggap staf juga baik, mereka bersikap positif dan cepat
menanggapi kebutuhan serta pertanyaan masyarakat. Jaminan pelayanan juga
dipenuhi, di mana petugas memastikan layanan selesai tepat waktu, yang
meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain q staf menunjukkan empati dengan
sikap tulus, ramah, dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa dihargai
dan puas dengan yanan yang diberikan. Secara keseluruhan, penilaian
menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan baik melalui
layanan yang menyeluruh dan berkualitas.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah fungsi utama aparatur negara untuk mensejahterakan
masyarakat, yang dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas. Meskipun
pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan, kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi.
Masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang berkualitas, tetapi sering kali
yang mereka temui adalah birokrasi yang berbelit-belit dan melelahkan. Prosedur
yang panjang dan tidak efisien tidak hanya menguras waktu dan energi, tetapi juga
menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah.
Kritik terhadap sistem pelayanan publik saat ini menunjukkan adanya kegagalan
dalam implementasi prinsip-prinsip good governance. Kurangnya koordinasi antar
lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya praktik
korupsi dan nepotisme semakin memperburuk kualitas pelayanan. Selain itu,
minimnya inovasi dalam teknologi dan sistem manajemen informasi membuat
proses pelayanan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang. Pemerintah harus segera melakukan reformasi menyeluruh dalam
sistem pelayanan publik, dengan memprioritaskan transparansi, efisiensi, dan
keadilan. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, pelatihan berkelanjutan
untuk pegawai, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi adalah




beberapa langkah yang perlu diambil. Tanpa perubahan yang signifikan, pelayanan
publik akan terus menjadi sumber ketidakpuasan dan menghambat upaya
mensejahterakgggnasyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
negara wajib melayani setiap warga negara dengan baik. Sebagai implementasi dari
undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi ngah telah mengeluarkan
peraturan terkait pelayanan kartu keluarga yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Kedﬁplinan aparat dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
institusi pemerintah. Pelayanan publik yang efisien dan efektif sangat diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sering kali proses administrasi
terkesan kaku dan lambat, yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap
layanan yang seharusnya mudah diakses. Kedisiplinan dan integritas aparat menjadi
kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal. Sayangnya, praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering ditemukan dalam proses pelayanan,
yang tidak hanya merusak citra pemerintah tetapi juga merugikan masyarakat.
Ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu
membuat proses yang scharusnya sederhana menjadi rumit dan memakan waktu
lama. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat akan pelayanan
yang cepat dan efisien dengan realitas yang mereka hadapi. Reformasi yang
mendalam dan menyeluruh dalam sistem pelayanan publik, termasuk penerapan
teknologi untuk mempercepat proses administrasi, pengawasan yang ketat terhadap
praktik-praktik korupsi, dan peningkatan kompetensi serta etika kerja para aparat.
Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas gmlayanan publik juga menjadi
langkah penting untuk memastikan mercka memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang berkualitas. Dengan demikian,
diharapkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah, khususnya dalam pelayanan
kartu keluarga, dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik-
praktik tidak terpuji, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat secara maksimal.

Aspek utama dalam pelayanan publik adalah penyedia layanan, penerima
layanan, dan jenis layanan. Penyedia layanan meliputi instansi atau individu yang
bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka harus memiliki
kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi untuk memastikan layanan yang
diberikan memenuhi standar yang diharapkan. Penerima layanan adalah masyarakat
atau individu yang membutuhkan dan menggunakan layanan tersebut. Mereka
berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Jenis
layanan yang disediakan sangat bervariasi, mulai dari layanan administratif,
kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial lainnya. Standar pelayanan yang
optimal mencakup beberapa aspek penting, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan,
dan keterjangkauan biayggKecepatan pelayanan berarti bahwa proses penyampaian
layanan harus dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu
menunggu lama. Ketepatan pelayanan berarti layanan harus diberikan dengan tepat
sesuai kebutuhan dan harapan penerima layanan. Keramahan dalam pelayanan
mengacu pada sikap dan perilaku penyedia layanan yang harus ramah, sopan, dan
menghargai penerima layanan, menciptakan suasana yang nyaman dan




menyenangkan. Keterjangkauan biaya adalah faktor penting lainnya, di mana biaya
yang dikenakan untuk mendapatkan layanan harus terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Aspek utama ini
dan menerapkan standar pelayanan yang baik, diharapkan pelayanan publik dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara maksimal. Hal ini tidak hanya
akan meningkatkan kepuasan dan keperca masyarakat terhadap penyedia
layanan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih
efektif, efisien, dan adil. Reformasi dan inovasi dalam sistem pelayanan publik
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu relevan
dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Aspek-aspek yang menentukan kualitas pelayanan publik, seperti yang
dikemukakan oleh Sinambela dkk (2006:6), memberikan panduan yang jelas dalam
mengukur kepuasan pelanggan. Pertama, transparansi dalam pelayanan mengacu
pada keterbukaan dan aksesibilitas yang memadai bagi semua pihak yang
membutuhkan. Sebagai contoh, sebuah portal pemerintah yang menyediakan
informasi secara terbuka dan mudah diakses mengenai prosedur pengajuan layanan
publik.  Akuntabilitas ~ menuntut  bahwa  pelayanan  publik  harus
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh nya
laporan keuangan yang transparan dan audit reguler untuk memastim penggunaan
dana publik yang tepat. Kondisional mengarah pada penyediaan pelayanan yang
sesuai dengan kondisi dan kemampuan baik dari pemberi maupun penerima
layanan, dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Sebagai contoh,
layanan transportasi umum yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas
syarakat di berbagai daerah. Partisipatif menggambarkan pelayanan yang
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan
publik, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Sebagai
contoh, forum diskusi publik sebelum pembangunan infrastruktur penting di suatu
daerah. Kesamaan hak menekankan bahwa pel an harus merata dan tidak
diskriminatifterhadap siapapun, tidak memandang suku, ras, agama, golﬁaﬂ, atau
status sosial. Contohnya, layanan kesehatan yang tersedia secara merata bagi semua
warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Keseimbangan hak dan
kewajiban mencerminkan pentingnya pelayanan yang adil dan seimbang antara
hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima layanan dengan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan. Misalnya, sistem perpajakan yang
memberikan keadilan dalam pelayanan kepada wajib pajak dari berbagai lapisan
masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip ini secara komprehensif diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, memengfy harapan
masyarakat, dan membangun kepercayaan yang kuat terhadap lembaga pemerintah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung
jawab atas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan kartu
keluarga. Berdasarkan pengama pelayanan di Dinas ini masih mendapat
penilaian negatif dari masyarakat. Pelayanan yang baik harus didukung oleh sarana
dan prasarana yang memadai serta aparat yang profesional. Menurut data tahun
2023, sebanyak 5.169 orang mengurus kartu keluarga di Dinas ini. Berdasarkan
hasil penelitian, beberapa masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya sarana




dan prasarana (tangible), lambatnya respon peggyai (responsiveness), dan
ketidakpastian waktu penyelesaian (assurance). Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab besar dalam
melayani kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat, terutama dalam
penerbitan kartu keluarga yang merupakan dokumen vital bagi setiap warga negara.
Namun, meskipun memiliki tanggung jawab yang signifikan, penilaian masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan masih negatif. Ini menunjukkan adanya
ketidakpeyasan yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan kualitas
layananﬁkungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen kunci
dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Kekurangan dalam aspek
tangible seperti fasilitas yang tidak memadai, peralatan yang usang, dan lingkungan
kerja yang tidak nyaman dapat menghambat efektivitas pelayanan. Hal ini menjadi
salah satu keluhan utama masyarakat yang merasa pelayanan di Dinas ini belum
optimal.

Kualitas pelayanan yang berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan.
Keandalan dalam menyediakan jasa secara konsisten, responsif dalam merespon
permintaan pelanggan, dan memberikan jaminan atau keyakinan dalam pelayanan
merupakan hal yang sangat penting Christopher Lovelock (dalam Rangkuti, 2002).
Kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan individual pelanggan
dengan empati, serta menampilkan fisik yang tangibel dari fasilitas dan personel
yang memberikan pelayanan, juga menjadi faktor penentu. kepuasan pelanggan
terutama terkait dengan sejauh mana harapan mereka terpenuhi oleh kinerja atau
hasil yang mereka rasakan dari produk atau layanan yang diterima. Hal ini
menegaskan bahwa organisasi ﬁ-us mengutamakan pemenuhan harapan
pelanggan scbagai fokus utama. Metode yang digunakan untuk menilai dan
meningkatkan kepuasan pelanggan (Kotler & Yamit, 2005). Sistem pengaduan
memberikan pelanggan akses untuk menyampaikan saran, keluhan, atau
ketidakpuasan melalui kotak saran atau saluran komunikasi lainnya. Survei
pelanggan, baik melalui telepon, wawancara langsung, atau formulir daring, juga
menjadi metode umum untuk mengukur kepuasan. Selain itu, panel pelanggan
mengundang pandangan dari pelanggan setia dan yang sudah tidak aktif untuk
memperoleh wawasan lebih dalam mengenai persepsi dan kebutuhan pelanggan.

Responsivitas pegawai menjadi sorotan karena pegawai yang lambat
merespon permintaan dan pertanyaan masyarakat menunjukkan kurangnya
profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan. Respons yang cepat dan tepat
sangat penting untuk memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kepuasan
pelayanan. Ketidakpastian waktu penyelesaian juga menjadi masalah yang sering
dikeluhkan. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan dokumen mereka akan
selesai diproses. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan
tetapi juga mengganggu kegiatan mereka yang bergantung pada dokumen tersebut.
Menurut data tahun 2023, sebanyak 5.169 orang mengurus kartu keluarga di Dinas
ini, menunjukkan tingginya kebutuhggy masyarakat akan layanan ini. Untuk
mengatasi masalah-masalah yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan berbagai langkah perbaikan, mulai dari
peningkatan fasilitas, pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan responsivitas,
hingga penetapan standar waktu penyelesaian yang jelas dan pasti. Dengan




langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di
Dinas ini dapat memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan
publik.

Pengian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang
mengkaji kualitas pelayagnn publik, seperti yang dilakukan oleh Hetty (Tesis 2014)
dengan judul "Analisis Kualitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu". Penelitian tersebut menggunakan
pendekatan kombinasi kuantitatif-kualitatif yang fokus pada pengumpulan dan
analisis data, serta mengintegrasikan data dari kedua pendekatan tersebut untuk
merumuskan interpretasi yang komprehensif. Hasil dari penelitian Eetty
menunjukkan bahwa sebanyak 66% pengguna layanan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu menyatakan puas dengan pelayanan
yang diberikan oleh petugas atau aparatur. Salah satu aspek yang mencolok dari
hasil tersebut adalah kualitas pelayanan, terutama dalam dimensi Assurance
(keyakinan atau jaminan), yang mencapai tingkat kepuasan sebesar 73%.

Aspek pelayanan yang berkualitas dapat r?capai kepuasan pelanggan. Kotler
(dalam Rangkuti, 2002: 23) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai "perasaan
senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan a: kinerja atau
hasil yang diterima dari produk dengan harapan yang dimilikinya". Rangkuti (2002:
30) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah respons terhadap
ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang
dirasakan setelah menggunakan produk atau layanan.

Penyediaan pelayanan umum yang efektif memerlukan langkah-langkah konkret
seperti peningkatan mutu produksi dan produktivitas dalam pelayanan, optimalisasi
sistem dan tata kelola, serta pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas, inisiatif,
dan partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan (Moenir, 2001). Pelayanan
publik yang berkualitas harus terintegrasi secara menyeluruh, ditandai dengan sifat
yang sederhana, terbuka, lancar, ggpat, akurat, komprehensif, berharga terjangkau,
dan tidak memberatkan. Aspek kualitas pelayanan, seperti ketepatan, kecepatan,
keramahan, dan keterjangkauan biaya, sangat penting untuk memenuhi harapan
masyarakat (Suhady, 2000). Ketepatan menuntut bahwa pelayanan harus sesuai
dengan kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat. Kecepatan menjadi kunci
untuk mencegah rasa frustrasi karena pelayanan yang lambat. Keramahan adalah
sikap esensial petugas dalam berinteraksi dengan masyarakat secara etis dan
profesional. Sedangkan keterjangkauan biaya menjamin bahwa pelayanan publik
tidak menghadirkan beban finansial yang berat bagi masyarakat. Konteks penelitian
ini, aspekggspek tersebut dijadikan sebagai kriteria untuk menilai kualitas
pelayanan dalam penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Cata
Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi yang kritis terhadap aspek-aspek i
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana pelayanan
publik tersebut mampu memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat, serta
mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan
kepuasan masyarakat dalam menerima layanan administratif dari pemerintah.
Pengertian kepuasan pelanggan ini sangat relevan dalam menilai apakah
pelanggan merasa puas atau tidak puas terhadap layanan yang mereka terima.
Harapan pelanggan mencerminkan ekspektasi mereka terhadap produk atau




layanan, sementara kepuasan terjadi ketika pengalaman yang dirasakan oleh
pelanggan sesuai atau melebihi harapan mereka. Perusahaan perlu memahami
gZyapan pelanggan secara mendalam untuk memastikan bahwa kinerja dan hasil
produk atau layanan dapat memenuhi atau bahkan melampagggharapan tersebut.
Menurut Wilkie (dalam Tjiptono, Fandy, dan Diana, 2001), kepuasan pelanggan
adalah respons emosional terhadap evaluasi pengalaman konsumsi, sedangkan
Engel (dalam Tjiptono, Fandy, dan Diana, 2001) menggambarkan bahwa kepuasan
terjadi ketika hasil yang diperoleh dari pembelian sesuai dengan atau melebihi
harapan pelanggan, sementara ketidakpuasan muncul jika hasilnya tidak sesuai
dengan harapan tersebut. P
Kepuasan pelanggan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti yang
dikemukakan oleh (Tjiptono, Fandy, dan Diana, 2001). Manfaat tersebut meliputi
membangun hubungan yang harmonis dengan pelanggan, menciptakan landasan
yang solid untuk pembelian ulang, meningkatkan loyalitas pelanggan, mendukung
promosi positif dari mulut ke mulut, meningkatkan reputasi perusahaan, dan
berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui dukungan loyalitas dan
rekomendasi pelanggan. Dengan memahami secara mendalam harapan dan
keinginan pelanggan serta terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, organisasi dapat mencapai kepuasan pelanggan yang berkelanjutan dan
memperoleh manfaat-manfaat strategis dalam jangka panjang.
Penelitian ini dirancang pgtuk mengevaluasi secara mendalam kualitas layanan
dalam proses pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan indikator yang dikenal dari
konsep Parasuraman, yaitu tangible, responsiveness, dan assurance. Tangible
mengacu pada penilaian terhadap kondisi fisik fasilitas dan lingkungan di mana
layanan diberikan. Responsiveness mencakup seberapa cepat dan seberapa baik
petugas meresgggns kebutuhan dan pertanyaan masyarakat. Assurance menyoroti
kepastian dan ?ﬂlitas layanan yang konsisten sesuai dengan harapan dan regulasi
yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang
komprehengif tentang bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan dalam proses
pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pegmmtatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah. Dengan mendalami aspek-aspek tersebut, §helitian ini bertujuan
k mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan yang ada,
serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Diharapkan temuan
dari penelitian ini at menjadi landasan untuk perbaikan dan inovasi dalam
meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitian tentang kualitas layanan pembuatan kartu keluarga di Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mengadopsi
pendekatan deskriptif dengan de kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif
adalah untuk menggambarkan fakta-fakta dan karakteristik suatu populasi atau
daerah secara sistematis, faktual, dan teliti (Subyantoro & Suwarto, 2009).
Pendekatan ini menurut (Nawawi, 2007), merupakan prosedur yang digunakan
untuk mendeskripsikan kondisi subjek penelitian berdasarkan fakta yang
diamati. Metode kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Bogdan & Taylor,
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2000), genghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang
menggambarkan perilaku yang diamati. Pendekatan ini sebagai suatu tradisi
penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek dalam
konteksnya sendiri, menggunakan bahasa dan konsep ygag dikenali oleh subjek
tersebut (Kirk & Miller, 2000). Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tiga bulan setelah
memperoleh izin dari Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Informan utama
dipilih berdasarkan relevansi sosial terhadap permasalahan penelitian (Moleong,
2000), yang terdiri dari lima informan yang diwawancarai, termasuk dua dari
Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencat Sipil, satu operator administrasi
catatan sipil, dan dua wakil dari masyarakat. Data yang digunakan meliputi data
primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung,
serta dagpgpsekunder yang berasal dari catatan resmi, literatur, dan dokumen
terkait. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara tidak
terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan metodologi yang
digunakan (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk
menyediakan gambaran komprehensif tentang kualitas layanan pembuatan kartu
keluarga di institusi tersebut, serta untuk mengevaluasi dimensi-dimensi kritis
yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

EASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai kualitas layanan
pembuatan kartu keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Teng##y Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,
al, dan teliti kondisi subjek penelitian berdasarkan data yang teramati. Dalam
penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
langsung, dan studi dokumen. Informan yang terlibat dipilih berdasarkan rel?nsi
sosial dengan permasalahan penelitian, termasuk pegawai dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perwakilan masyarakat pengguna
layanan. Hasil penghgian menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, kondisi
fisik dan fasilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai
memadai, meskipun ditemukan kebutuhan untuk perbaikan pemeliharaan dan
ketersediaan peralatan yang lebih baik guna memenuhi standar pelayanan yang
diharapkan. Kedua, respons terhadap kebutuhan pengguna layanan secara umum
dinilai positif, namun ada keluhan terkait waktu tunggu yang perlu diperbaiki agar
lebih efisien. Aspek assurance (jaminan) terkait dengan kepercayaan masyarakat
terhadap kompetensi dan transparansi prosedur di dalam pelayanan juga menjadi
sorotan dalam penelitian ini. Meskipun pengguna layanan umumnya merasa yakin
dengan kemampuan petugas dalam proses administrasi, masih diperlukan upaya
untuk meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam penyediaan layanan.
Pembahasan dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan
infrastruktur fisik dan teknologi informasi, peningkatan pelatihan bagi pegawai
dalam hal keterampilan komunikasi dan manajemen waktu, serta perluasan
mekanisme pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas
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pelayanan. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini1 diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dalam meniggkatkan kepuasan pengguna layanan
dan memperkuat hubungan antara Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan masyarakat Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

Aspek kualitas layanan publik mencakup beberapa elemen penting yang
mempengaruhi bagaimana pelayanan publik dinilai dan diterima oleh masyarakat.
Beberapa aspek utama dalam kualitas layanan publik antara lain:

1. **Tangible (Bukti Fisik)**:

Aspek ini mengacu pada penilaian terhadap sarana dan prasarana fisik yang tersedia
dalam penyediaan layanan publik. Hal ini mencakup kondisi ruang pelayanan,
peralatan yang digunakan, fasilitas fisik seperti meja layanan, dan ketersediaan
perangkat teknologi seperti komputer dan printer. Bukti fisik yang baik dapat
meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan publik. Aspek ini
merujuk pada evaluasi terhadap infrastruktur fisik yang digunakan dalam
menyediakan layanan publik. Ini mencakup penilaian terhadap kondisi ruang
pelayanan, peralatan seperti meja layanan, serta keberadaan teknologi seperti
komputer dan printer. Kualitas bukti fisik yang memadai sangat penting karena
dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan dalam
interaksi antara petugas dan masyarakat. Ruang pelayanan yang teratur dan bersih
serta tersedianya peralatan yang memadai akan memberikan pengalaman positif
kepada masyarakat pengguna layanan. Ini tidak hanya mempercepat proses layanan
tetapi juga mengurangi kemungkinan ketidaknyamanan atau gangguan dalam
proses administratif. Oleh karena itu, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur fisik
yang optimal merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas
keseluruhan layanan publik.

2. **Reliability (Kehandalan)**
Kehandalan menggambarkan sejauh mana pelayanan publik dapat dipercaya untuk
memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan, tepat waktu, dan secara
konsisten. Pelayanan yang handal mengimplikasikan adanya sistem yang
terorganisir dengan baik, prosedur yang jelas, dan standar yang dipegang teguh
untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai dengan
harapan mereka. Kehandalan menggambarkan sejauh mana layanan publik dapat
diandalkan untuk menyediakan layanan sesuai dengan yang dijanjikan, tepat waktu,
dan secara konsisten. Hal ini mencerminkan adanya sistem yang terstruktur dengan
baik, prosedur yang transparan, serta standar yang konsisten untuk memastikan
bahwa masyarakat mendapatkan layanan sesuai dengan harapan mereka.
Keberadaan sistem yang terorganisir dengan baik dan prosedur yang jelas mgpiadi
kunci dalam memastikan bahwa pelayanan publik berjalan lancar dan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

3. **Responsiveness (Daya Tanggap)**:

Responsiveness mengacu pada seberapa cepat dan tanggapnya pelayanan publik
dalam merespons kebutuhan, keluhan, atau permintaan masyarakat. Pelayanan
yang responsif menunjukkan bahwa petugas atau instansi publik dapat




memberikan jawaban atau solusi yang cepat terhadap permintaan atau masalah
yang dihadapi masyarakat. Responsiveness merupakan salah satu pilar utama
dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Kemampuan untuk merespons dengan
cepat terhadap kebutuhan, keluhan, atau permintaan masyarakat tidak hanya
mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga kesediaan untuk memprioritaskan
kepentingan publik. Pelayanan yang responsif menunjukkan bahwa petugas atau
instansi publik memiliki sistem yang responsif dan prosedur yang terstruktur
untuk menangani setiap situasi dengan tanggap dan efisien. Respons yang tepat
waktu tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat
kepercayaan terhadap lembaga atau pemerintah yang menyediakan layanan. Oleh
karena itu, meningkatkan responsivitas dalam pelayanan publik menjadi krusial
untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat
serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

4, **Agsurance (Jaminan)**:

Aspek ini mencakup kemampuan dan kesopanan petugas dalam memberikan
keyakinan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar
yang ditetapkan, dan bah? mereka diperlakukan secara adil dan profesional.
Jaminan juga mencakup komunikasi yang baik antara pemberi layanan dan
penerima layanan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan jelas dan
akurat. Aspek ini mencakup kemampuan dan kesopanan petugas dalam
meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang
telah ditetapkan, serta bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan
profesional. Jaminan ini juga melibatkan komunikasi yang efektif antara penyedia
layanan dan penerima layanan untuk memastikan bahwa informasi yang
disampaikan jelas dan akurat. Komitmen untuk menjaga standar pelayanan yang
tinggi dan memberikan pengalaman yang dapat dipercaya bagi masyarakat
merupakan inti dari aspek jaminan dalam layanan publik. Dengan memastikan
bahwa setiap interaksi dilakukan dengan transparansi dan integritas, instansi publik
dapat membangun kepercayaan yang kokoh dan memenuhi ekspektasi masyarakat
terhadap kualitas layanan yang diberikan.

5. **Empathy (Empati)**:

Empati dalam konteks layanan publik menunjukkan kemampuan petugas untuk
secara aktif memahami serta merespons dengan penuh pengertian terhadap
kebutuhan, perasaan, dan harapan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan
menunjukkan sikap empati yang tulus, petugas tidak hanya menciptakan hubungan
yang lebih dekat antara penyedia layanan dan penerima layanan, tetapi juga
memperkuat kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan
yang mereka terima. Aspek ini menjadi krusial dalam membentuk kualitas layanan
publik yang unggul, vang berperan penting dalam menentukan evaluasi masyarakat
terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga atau instansi pemerintah dalam
memenuhi berbagai harapan serta kebutuhan mereka. Dengan menerapkan empati
dalam setiap interaksi, lembaga publik tidak hanya memastikan penyelesaian tugas
yang optimal, tetapi juga menciptakan pengalaman layanan yang membangun dan
positif bagi semua individu yang bergantung pada layanan tersebut.




KESIMPULAN 2
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas layanan pembuatan Kartu Keluarga
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan
bahwa meskipun beberapa aspek layanan seperti kehandalan dan empati telah
terpenuhi dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat
pencapaian tingkat optimal dalam layanan publik tersebut. Salah satu hambatan
utama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti keterbatasan
peralatan dan ruang pelayanan yang tidak mencukupi. Hal ini mengurangi efisiensi
dalam pelayanan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang
menggunakan layanan tersebut. Selain itu, respons terhadap kebutuhan masyarakat
juga masih belum maksimal, terutama karena keterbatasan jumlah pegawai
dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat. Ketidakmampuan
untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap permintaan atau keluhan
masyarakat menyebabkan persepsi negatif dan ketidakpuasan terhadap layanan
yang diberikan. Aspek jaminan (assurance) juga masih menjadi perhatian karena
tidak semua layanan dapat diselesaikan tepat waktu, yang disebabkan oleh lonjakan
permintaan dan kendala lainnya dalam proses administratif. Kurangnya kepastian
dalam waktu penyelesaian dokumen menambah frustrasi masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diberikan. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk
meningkatkan beberapa aspek layanan, evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk
mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi layanan publik. Langkah-langkah perbaikan yang
sistematis gan terarah diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif yang
signifikan dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
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